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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini membahas tentang implementasi dan dampak 
implementasi dari pelaksanaan CSR PT. INDANA terhadap perubahan 
sosial masyarakat Jodipan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 
sama-sama membahas tentang Corporate Social Responbility (CSR) 
terdapat dalam tabel 2.1. 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu Tentang CSR 
 
No Peneliti 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Dwi Windarti 
(Universitas 
Sumatera Utara) 
2004 Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan dalam 
Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat (Studi di 
Tambang Batubara  
Bukit Asam (Persero) 
Tbk. 
tanggung jawab sosial 
perusahaan belum diatur 
secara jelas dalam 
perundang-undangan tetapi 
diatur dalam Kemen BUMN 
No.Kep-236/MBU/2003 
tentang program kemitraan 
dan program bina 
lingkungan (PKBL) antara 
BUMN dengan Usaha Kecil 
Menengah yang dibahas 
lebih kepada teknisnya 
 
2 Mukti Fajar 
(Universitas 
Indonesia) 
2007 Kebijakan Pengaturan 
Corporate Sosial 
Responsibility yang 
Berbasis Sistem Hukum 
dalam Mendukung 
Pembangunan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan adalah bersifat 
sukarela setidaknya karena 
empat alasan, yaitu: tujuan 
perusahaan mencari 
keuntungan, CSR 
13 
 
Masyarakat merupakan kewajiban 
moral, pelaksanaan CSR 
bertentangan dengan hak 
kepemilikan privat dan tidak 
sesuai dengan prinsip 
efisiensi dalam bisnis 
 
3 Titin Heryani dan 
Zunaidah 
 (Universitas 
Sriwijaya) 
2013 Analisis pengaruh 
penerapan Corporate 
Social Responbility 
(Diversity dan Employee 
Support) terhadap 
kinerja karyawan (Studi 
kasus PT. Batu Rona 
Adimulya 
 
faktor employee support 
memegang peranan yang 
penting dalam 
meningkatkan kinerja 
karyawan 
 
Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di atas 
adalah: 
1. Dalam thesisnya Dwi Windarti: 
 membahas permasalahan tentang bagaimana pengaturan tanggung 
jawab sosial perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam sebagai dasar 
hukum dalam pemberdayaan masyarakat? Bagaimana penerapan 
tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat?  
 Hasil penelitian dari thesis Dwi Windarti adalah tanggung jawab sosial 
perusahaan belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan tetapi 
diatur dalam Kemen BUMN No.Kep-236/MBU/2003 tentang program 
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kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL) antara BUMN 
dengan Usaha Kecil Menengah yang dibahas lebih kepada teknisnya. 
 Bentuk program PKBL yang dilakukan PT Tambang Batubara Bukit 
Asam adalah pemberian kredit usaha, pembekalan keterampilan, 
membantu promosi produk mitra binaan, pembangunan infrastruktur 
seperti irigasi, jalan, pembangunan pasar, dll. 
2. Dalam Penelitian Mukti Fajar membahas tentang: 
 Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana sebaiknya pengaturan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia, wajib atau 
sukarela? Bagaimana ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR) di Indonesia? Bagaimana masalah pelaksanaan tanggung jawab 
sosial perusahaan di Indonesia? 
 Hasil penelitian di atas adalah tanggung jawab sosial perusahaan 
adalah bersifat sukarela setidaknya karena empat alasan, yaitu: tujuan 
perusahaan mencari keuntungan, CSR merupakan kewajiban moral, 
pelaksanaan CSR bertentangan dengan hak kepemilikan privat dan 
tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam bisnis 
 Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti sempit 
melihat dari perkembangan CSR terhadap karyawan yaitu sudah 
mengatur standar perlindungan bagi tenaga kerja telah diatur dalam 
BAB X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, kepemilikan saham oleh karywan dan berbagai bonus 
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serta pengahargaan untuk karyawan merupakan bentuk perhatian dan 
peningkatan terhadap kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya 
termasuk meraka yang telah pensiun. Sedangkan perkembangan ruang 
lingkup CSR terhadap stakeholder dan masyarakat umum adalah lebih 
memperhatikan kepentingan  pihak mitra usaha akibat hukum dari 
transaksi bisnis korporasi dan juga harus mengkondisikan mitra usaha 
untuk membangun kepercayaan dengan rekanan bisnis barunya. CSR 
melalui Community Development adalah sebuah konsekuensi ekonomi 
sebab masyarakat adalah salah satu komponen yang menjaga roda 
ekonomi untuk bisa terus bergerak. 
3. Penelitian Titin Heryani dan Zunaidah membahas tentang: 
 Permasalahan yang diajukan adalah Apakah penerapan konsep 
Diversity & employee support berpengaruh secara parsial terhadap 
kinerja karyawan? Apakah penerapan konsep diversity & Employee 
support berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan?  
 Hasil penelitian dari penelitian di atas adalah faktor employee support 
memegang peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja 
karyawan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran perusahaan 
meningkatkan perhatiannya dalam hal, insentif, keselamatan kerja, 
keamanan dan kesehatan kerjan kayawan yang bersangkutan. 
Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik, karena komitmen yang kuat 
dan perhatian yang besar dari manajemen perusahaan mengenai 
masalah K3 dapat memotivasi karyawan untuk memperhatikan 
keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja dan meningkatkan 
16 
 
fasilitas dan sarana kerja yang dapat menunjang karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini akan berakibat pada 
meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja dan secara tidak 
langsung akan berpengaruh kepada kinerja karyawan. 
Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang 
dampak CSR perusahaan dilihat dari perubahan sosial yang terjadi 
setelah pelaksanaan CSR. Permasalahan yang diajukan adalah 
bagaimana implementasi program CSR PT. INDANA di Kampung 
Jodipan? Bagaimana dampak Implementasi program CSR PT. 
INDANA terhadap perubahan sosial warga Kampung Jodipan? Teori 
yang digunakan untuk alat analisis adalah teori perubahan sosial 
karena peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan program CSR 
memberikan dampak pada perilaku sosial masyarakat atau tidak. 
Penelitian ini juga melihat dampak implementasi program CSR mulai 
dari sebelum pelaksanaan (perencanaan), pelaksanaan program 
(implementasi), setelah pelaksanaan program mulai dari evaluasi, 
monitoring hingga perawatannya. 
Perbedaan antara peneliti lakukan dengan penelitian 
sebelumnya adalah pada dampak dari implementasi CSR perusahaan. 
Dampak yang ditimbulkan pada setiap aktivitas CSR yang dilakukan 
suatu perusahaan akan berbeda-beda. Cara pelaksanaan dan pemilihan 
program yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap dampak 
implementasi CSR. Pelaksanaan CSR yang direncanakan dengan 
matang dengan mempertimbangkan masalah yang urgent atau harus 
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didahulukan akan berdampak pada terbantunya masyarakat 
menyelesaikan masalah bukan malah membuat masyarakat tergantung 
dengan bantuan yang diberikan.  
 
B. CSR bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam 
aktivitasnya maka akan terlihat hasil jangka panjangnya yaitu 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun konsumennya. 
Sehingga adanya korelasi positif antara perusahaan yang menerapkan CSR 
dalam aktivitas usahanya dengan apresiasi masyarakat. Oleh karena itu 
penerapan CSR  tidak akan merugikan perusahaan tersebut justru sebagai 
investasi jangka panjang di bidang lingkungan hidup, pendapatan yang 
diperoleh dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. The Green 
Paper membagi CSR yang dilakukan perusahaan ke dalam dua kategori: 
Tabel 2.2 
Bentuk CSR Perusahaan yang dilakukan keluar maupun kedalam 
Sumber: Solihin, Ismail. 2009: 29 
Internal Dimension of CSR External Dimension of CSR 
 Menejemen sumber daya manusia 
 Kesehatan dan keselamatan kerja 
 Adaptasi terhadap perubahan  
 Pengelolaan dampak lingkungan  
 Sumber daya Alam 
 Pemberdayaan komunitas lokal  
 Partner usaha yang mencakup 
para pemasok dan konsumen  
 Hak asasi manusia 
 Permasalahan lingkugan global 
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1. Perkembangan Konsep CSR 
Menurut Kotler dan Lee (2005), kegiatan CSR semata-mata 
merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut 
meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas 
bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti 
kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap 
undang-undang ketenagakerjaan11. 
Dalam konsep ini perusahaan tidak diwajibkan untuk 
melaksanakan CSR, hanya sebagai bentuk kegiatan sukarela atas 
kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar. Namun konsep CSR 
dipandang lain oleh Friedman yaitu, CSR harus diartikan sebagai salah 
satu strategi perusahaan untuk melakukan maksimalisasi laba, di luar dari 
itu dianggap manajer memasuki ranah politik dengan melakukan berbagai 
aktivitas philantrophic12. 
Jika sebelumnya pijakan tanggung jawab perusahaan hanya 
terbatas pada sisi finansial saja (single bottom line), kini dikenal konsep 
triple bottom line, yaitu bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada 
3P (profit, people, planet). Dalam methode Triple Batton Line 
menjelaskan tetang keseimbangan tiga komponen tersebut, yaitu: Profit, 
People, dan Planet. Jadi sebuah perusahaan tidak bisa semata-mata hanya 
                                                             
11 Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responbility from Cahrity to 
Sustainability. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 5 
12 Ismail. Ibid. Hal.7 
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mencari keuntungan, karena perusahaan juga harus bertanggung jawab 
kepada masyarakat (People) dan Lingkungan (Planet). Perusahaan 
membutuhkan masyarakat untuk sebagai konsumen untuk mendapatkan 
keuntungan dan begitu sebaliknya masyarakat juga membutuhkan 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun 
jasa. Namun semua itu juga harus memperhatikan lingkungan dan dampak 
yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Dapat digambarkan hubungan 
komponen Triple Bottom Line dengan faktor ekonomi, sosial dan 
lingkungan seperti pada bagan 2.1 
Bagan 2.1 
Hubungan Komponen Triple Bottom Line dengan Faktor Ekonomi,  
Sosial dan Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Solihin, Ismail. 2009:30 
 
3P 
Battom 
Line 
PROFIT PLANET PEOPLE 
Ekonomi Sosial Lingkungan 
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Dalam methode Triple Batton Line menjelaskan tetang 
keseimbangan tiga komponen tersebut, yaitu: Profit, People, dan Planet. 
Jadi sebuah perusahaan tidak bisa semata-mata hanya mencari 
keuntungan, karena perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada 
masyarakat (People) dan Lingkungan (Planet). Perusahaan membutuhkan 
masyarakat untuk sebagai konsumen untuk mendapatkan keuntungan dan 
begitu sebaliknya masyarakat juga membutuhkan perusahaan untuk 
memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Namun 
semua itu juga harus memperhatikan lingkungan dan dampak yang 
ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.  
Robbins dan Coulter (2003:123) menunjukkan bahwa jika cakupan 
perusahaan semakin luas (dilihat dari cakupan konstituen yang dilayani 
oleh perusahaan) maka semakin besar pula CSR yang  harus dilakukan. 
Ada beberapa tahap-tahap adopsi CSR yang dapat digambarkan oleh 
bagan di bawah ini: 
Bagan 2.2 
Tahap Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Solihin, Ismail. 2009: 10 
Tanggung Jawab Sosial 
Rendah Tinggi 
Tahap 1 
Pemegang saham 
&Manajemen 
Tahap 2 
Karyawan 
Tahap 3 
Masyarakat 
Setempat 
Tahap 4 
Masyarakat Luas 
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Pada tahap awal, CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan 
(pemegang saham) dan manajer. Pemimpin perusahaan menggunakan 
sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan melakukan maksimalisasi 
laba dan tidak ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tidak ada 
CSR yang dilaksanakan pada masyarakat. Tujuannya semata-mata hanya 
mencari keuntungan bagi perusahaannya saja. 
Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSR-nya 
kepada para pekerja untuk dapat merekrut, memelihara, memotivasi para 
karyawan dengan baik. Misalnya memenuhi hak-hak karyawan, 
meningkatkan keamanan kerja, memberikan kompensasi yang layak, dll. 
Jadi CSR diberikan belum kepada masyarakat luas melainkan pada 
pegawai perusahaannya saja. Perusahaan beranggapan apabila sebagian 
keuntungan perusahaan digunakan untuk memenuhi hak karyawan maka 
dapat mengefektifkan kinerja karyawan yang akan berdampak pada profit 
perusahaan juga. 
Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada 
masyarakat setempat yang terkena dampak secara langsung oleh 
operasional perusahaan di daerah tempat mereka tinggal. Perusahaan 
mulai memperhatikan masyarakat sekitar lokasi perusahaan atas dampak 
yang ditimbulkan aktivitas perusaannya. Hal ini juga dikarenakan 
kekhawatiran perusahaan apabila warga tidak memihak perusahaan maka 
akan mempersulit aktivitas perusahaan. 
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Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan 
CSR kepada masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat 
luas karena dianggap sebagai pencitraan publik dan merasa bertanggung 
jawab untuk melakukan berbagai kebijakan kepada publik. Jadi 
perusahaan melakukan CSR karena mengetahui bahwa melaksanakan CSR 
adalah suatu kebutuhan perusahaan untuk menanamkan kepercayaan dan 
mencuri perhatian masyarakat luas.  
Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka 
memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan cara membangun 
kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan 
menyusun program-program pengembangan masyarakat lokal. Atau dapat 
diartikan, kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan 
lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik 
lokal, nasional, maupun global. Karena itu pengembangan CSR ke 
depannya harus lebih mengacu pada konsep pembangunan yang 
berkelanjutan. 
2. Kebijakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Indonesia 
CSR dipandang sebagai sesuatu yang dianggap penting, hal ini 
terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan 
tentang CSR yang diterbitkan oleh Pemerintah. CSR dianggap penting 
karena keberadaannya sangat membantu pemerintah terutama masalah 
di bidang ekonomi. Terdapat sanksi apabila suatu perusahaan tidak 
melakukan CSR, dimana sanksi tersebut dikenakan berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan yang terkait. Pemerintah Indonesia 
juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang inovatif dan 
berhasil melaksanakan CSR-nya dengan baik. Namun regulasi yang 
mengatur tentang CSR tidak berjalan dengan baik. 
a) International Organization for Standardization (ISO) 
Pembentukan ISO 26000 ini diawali pada tahun 2001 yang 
berisi tentang panduan pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 
Namun pada tahun 2004 terjadi perkembangan yaitu CSR atau 
Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility 
saja. Perubahan ini disebabkan karena pedoman ISO 26000 
diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk 
organisasi, baik swasta maupun publik13. 
ISO 26000 memberikan standar pedoman/ panduan yang 
bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu 
perusahaan baik badan publik ataupun badan privat yang ada di negara 
berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini dapat 
memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial 
yang berkembang saat ini dengan cara, mengangkat isu-isu pokok 
dalam ISO untuk memperoleh simpati masyarakat, menerapkan 
prinsip-prinsip dalam pelaksanaan CSR, serta memilih praktek-praktek 
terbaik untuk pengembangan komunitas maupun masyarakat. 
                                                             
13 Anam. Iso 26000 Sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). 
(online).https://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000-sebagai-pedoman-baru-
tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/. 15/11/2016 
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Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh 
para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social 
responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab 
sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu14:
1) Pengembangan Masyarakat
2) Konsumen
3) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4) Lingkungan
5) Ketenagakerjaan
6) Hak asasi manusia
7) Organizational Governance (Organisasi pemerintah)
Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial 
responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi 
yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu 
perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, maka perusahaan 
tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosial. 
ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung 
jawab suatu perusahaan atas dampak dari operasional dan aktivitasnya 
terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui praktek-praktek terbaik 
seperti:  
14Rendy. ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR (online) https:/ 
isoindonesiacenter.com/ sekilas-tentang-iso-26000/. 15/11/2016 
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 Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 
kesejahteraan masyarakat 
 Memperhatikan kepentingan stakeholders maupun 
shareholders 
 Mematuhi peraturan/ hukum yang berlaku serta tidak 
mengabaikan norma-norma yang ada 
 Melibatkan masyarakat maupun pihak yang terkait  
 Membuat laporan pertanggung jawaban secara akutabilitas dan 
transparansi 
Bagan 2.3 
Subjek-Subjek Fundamental dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 
menurut ISO 26000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Solihin, Ismail. 2009:30 
 
CSR (Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan) 
Tata Kelola 
Organisasi Praktik 
Ketenagakerjaan 
 
Hak Asasi 
Manusia 
Lingkungan Praktis Operasi 
yang Adil 
Isu-Isu 
Konsumen 
Pembangunan 
Sosial 
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Bab enam ISO 26000 menjelaskan subjek inti dan isu yang terkait 
dengan tanggung jawab sosial. Tiap subjek mengandung informasi mengenai 
lingkup yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, prinsip, pertimbangan, 
kegiatan dan harapan untuk subjek tersebut. Berikut ketujuh subjek inti yang 
dibahas di dalam ISO 2600015: 
1) Tata kelola organisasi (organizational governance): sistem pengambilan 
dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. 
2) Hak asasi manusia (human rights): hak dasar yang berhak dimiliki semua 
orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, 
ekonomi, sosial, dan budaya. 
3) Praktik ketenagakerjaan (labour practices): segala kebijakan dan praktik 
yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama 
perusahaan. 
4) Lingkungan (the environment): dampak keputusan dan kegiatan 
perusahaan terhadap lingkungan. 
5) Prosedur operasi yang wajar (fair operating procedures): perilaku etis 
organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain. 
6) Isu konsumen (consumer issues): tanggung jawab perusahaan penyedia 
barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya. 
7) Pelibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement and 
development): hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah 
operasinya. 
                                                             
15 Social Responsibility – Discovering ISO 26000: 2010 Guidance on Social 
Responbility dalam Jalal 2011 dalam Kurniawan, Luthfi J, dkk. 2014. 
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3. Implementasi Program CSR 
Pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu 
perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 
tokoh-tokoh masyarakat serta calon penerima CSR. Dalam implementasi 
program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi 
dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing 
stakeholders agar dapat bekerjasama supaya manfaat dari CSR yang 
dilaksanakan lebih maksimal. Dengan partisipasi aktif para stakeholder 
diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan 
tanggungjawab dari implementasi CSR yang telah disepakati bersama dapat di 
emban bersama. Oleh karena itu, dalam implementasi program CSR 
diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi 
program CSR dengan baik, antara lain16: 
 Kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan 
dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari luar perusahaan 
maupun dari dalam perusahaan. 
 Kondisi kedua, yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan 
implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan 
antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini sangat membantu 
dalam peningkatan koordinasi agar komunikasi dapat berjalan lancar, 
disamping itu juga mengurangi resiko yang dihadapi. 
                                                             
16 Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responbility from Cahrity to 
Sustainability. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 145-146 
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 Kondisi ketiga adalah adanya pengelolaan program yang baik. 
Program yang baik akan terwujud jika ada kejelasan program, 
kesepakatan dari para pihak yang terlibat mengenai strategi yang akan 
digunakan untuk mencapai tujuan program. 
Menurut Princes of Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat 
mempengaruhi implementasi CSR, yaitu17: 
1) Menyangkut pemberdayaan manusia (human capital) 
2) Berkaitan dengan Lingkungan (environments) 
3) Sumber Daya Perusahaan (Good Corporate Governance) 
4) Hubungan Sosial (Social Cohesion) 
5) Kekuatan Ekonomi (Economic Strength) 
Semua kondisi ini membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang 
terlibat dan perlu adanya kejelasan terhadap program yang dijalankan. Setelah 
pelaksanaan CSR perlu diadakan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan 
pelaksanaan program CSR tidak menyimpang dari rencana yang telah 
disepakati. Pemantauan dan evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui 
sejauh mana pencapaian tujuan program.  
C. Perubahan Sosial 
Setiap masyarakat pasti pernah mengalami perubahan-perubahan baik 
perubahan yang mencolok maupun perubahan yang kurang mencolok. 
                                                             
17 Untung, Hendrik, Budi. 2009. Corporate Social Responbility. Jakarta: Sinar 
Grafika. Hal.11-12 
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Peubahan-perubahan dalam masyarakat dapat bersangkutan dengan nilai -nilai 
sosial, norma-norma sosial, pola perilaku dalam masyarakat, interaksi sosial 
dan lain sebagainya. Menurut Selo soemardjan perubahan sosial merupakan 
perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 
dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, 
sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam 
masyarakat18. Jadi perubahan sosial timbul kareana adanya perubahan kondisi 
geografi, kebudayaan material maupun penemuan-penemuan baru dalam 
masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-
unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Perubahan sosial 
dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara 
berpikir dan interaksi antar warga menjadi semakin rasional, perubahan dalam 
sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial, perubahan 
tata cara kerja sehari-hari yang ditandai dengan pembagian kerja lebih 
spesialis. 
1. Bentuk Perubahan yang Terjadi 
Berdasarkan waktu yaitu cepat lambatnya, perubahan sosial 
dibedakan menjadi dua bentuk umum: perubahan yang berlangsung cepat 
dan perubahan yang berlangsung lambat. Kedua bentuk perubahan 
tersebut dalam sosiologi dikenal dengan revolusi dan evolusi19: 
                                                             
18 Anwar, Yesmil. Adang. 2013. Sosiologi untuk Universitas. Bandung: Refika Aditama. 
Hal. 245 
19 Yesmil. Ibid. Hal.247 
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a) Perubahan evolusi 
Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang 
terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa 
ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-
perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan 
masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
b) Perubahan revolusi 
Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung 
secara cepat dan tidak ada kehendak/ perencanaan atau sudah terdapat 
perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan revolusi 
diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur 
kehidupan atau lembaga- lembaga kemasyarakatan yang berlangsung 
relatif cepat. 
2. Faktor Perubahan Sosial: 
Menganalisis terjadinya perubahan sosial terdapat beberapa 
indikator atau faktor-faktor yang mendorong penyebab perubahan sosial 
dapat terjadi, anatara lain20: 
 
                                                             
20 Soekanto Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 
Hal. 324-329 
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 Kontak dengan kebudayaan lain 
Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari 
individu kepada individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. 
Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan, karena 
difusi memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan, yang 
seringkali memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga 
kemasyarakatan.  
 Sikap menghargai hasil karya sesorang dan keinginan-keinginan untuk 
maju 
Masyarakat bisa jadi pendorong bagi usaha-usaha penemuan 
baru. Misalnya pemberian penghargaan akan memicu semangat 
masyarakat dalam menciptakan hasil karya yang baru. Masyarakat 
lebih termotivasi lagi untuk memunculkan karya-karya baru sehingga 
terciptalah lingkungan kompetitif yang sehat. Hal ini dapat 
meningkatkan kreatifitas masyarakat sehingga terbentuklah masyarakat 
yang semakin maju. 
 Orientasi ke masa depan 
Masyarakat harus lebih terbuka pikirannya untuk menerima 
hal-hal baru dengan melihat peluang kedepannya. Tidak cepat merasa 
puas dengan keadaan yang sekarang dengan memperbaiki dirinya. 
Tidak tertutup atau membatasi diri dengan perubahan atau hal-hal baru 
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hanya saja perlu memilah mana yang perlu diadopsi serta 
dikembangkan dan mana yang harus ditinggalkan. 
3. Proses Perubahan Sosial 
Proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahap berurutan: 
a. Invensi, merupakan proses di mana ide-ide baru diciptakan dan 
dikembangkan  
b. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke 
dalam sistem sosial  
c. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
sistem sosial sebagai akibat pengadopsian dan penolakan inovasi 
 
4. Dampak dari Perubahan Sosial 
Arah perubahan meliputi beberapa orientasi, antara lain21: 
a. Perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-
faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan 
atau diubah. 
b. Perubahan dengan orientasi kepada suatu bentuk atau unsur yang 
memang bentuk atau unsur baru. Suatu perubahan yang 
berorientasi kepada bentuk, unsur atau nilai yang telah eksis atau 
ada pada masa lampau.  
                                                             
21 Yesmil.. Op.Cit. hal.250 
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D. Teori yang Terkait dengan CSR dan Perubahan Sosial 
1. Teori Perubahan Sosial 
Menurut Macionis (1987: 638) Perubahan sosial adalah 
transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan 
dalam perilaku pada waktu tertentu22. Adanya suatu dorongan atau 
impuls yang mendorong masyarakat untuk berubah yang akan 
menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru, pola pikir dan bentukan-
bentukan baru yang belum ada sebelumnya. Perubahan ini meliputi 
unsur-unsur pokok, hubungan antar unsur, berfungsinya unsur-unsur 
dalam sistem serta lingkungan atau batasannya. 
Teori Perubahan sosial juga diungkapkan oleh Persell (1987: 
586) yang menyatakan bahwa Perubahan sosial adalah modifikasi atau 
transformasi dalam pengorganisasian masyarakat23. Adanya 
perbedaan-perbedaan yang mencakup sistem sosial di dalam 
masyarakat sehingga memaksa masyarakat untuk melakukan adaptasi 
dengan sistem tata aturan yang baru. Perubahan yang terjadi otomatis 
akan berpengaruh pada pengelolaan atau pengorganisasian masyarakat. 
Hal ini disebabkan karena semua unsur yang terkait saling 
mempenaruhi sehingga pengorganisasiannya pun akan mengikuti 
perubahan unsur-unsur tersebut. 
                                                             
22 Piotr Sztompka. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 5 
23 Sztompka. Ibid 
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Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang 
terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Bisa juga diartikan 
adanya perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu 
berlainan. Jadi sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu 
sehingga munculnya perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum 
dan sesudah jangka waktu yang diamati tersebut. Adakalanya 
perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya tanpa 
menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Perubahan 
seperti ini merupakan sebuah perubahan di dalam sistem. Namun ada 
pula perubahan yang mencakup keseluruhan aspek sistem 
menghasilkan perubahan menyeluruh dan menciptakan sistem baru. 
Untuk memahami masalah perubahan sosial yang kompleks 
itu diperlukan tipologi proses sosial. Tipologinya dapat di dasarkan 
atas enam kriteria utama yaitu sebagai berikut24: 
a) Bentuk proses sosial yang terjadi 
b) Hasilnya 
c) Kesadaran tentang proses sosial  di kalangan masyarakat yang 
bersangkutan 
d) Kekuatan yang menggerakkan proses itu 
e) Tingkat realitas sosial di tempat proses sosial itu terjadi 
f) Jangka waktu berlangsungnya proses sosial itu. 
 
                                                             
24 Sztompka. Ibid. Hal. 13 
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2. Perspektif Strategi CSR 
Tabel 2.3 
Beberapa Perspektif Teoritis CSR 
Perspektif Teoritis Argument Utama 
Penulis Utama Strategy 
CSR 
Teori Agency CSR di dorong oleh perilaku 
menejer sendiri atas pengeluaran 
shareholder 
Friedman 1962: Wright 
and Farris 1997 
Teori Permainan 
(Game theory) 
CSR sebagai perdagangan antara 
biaya sekarang dan manfaat 
masa depan 
Prasad 2005 
Teori Institusional CSR di dorong oleh penyesuaian 
diantara konteks institusi yang 
berbeda  
Doh and Guay 2006: 
Jennings and 
Zandbergen 1995 
Pandangan berbasis 
sumber dalam 
manajemen strategis 
CSR dapat diperlakukan sebagai 
keterampilan khusus atau 
kemampuan untuk memperoleh 
suatu keuntungan kompetitif 
Hart 1995; Russo and 
Fouts 1997 
Teori Stakeholder CSR didorong oleh hubungan 
dengan aktor-aktor eksternal 
Clarkson 1995; 
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Sumber: Largely adpted from Mc Williams et al.2006; in Frynas ‘Beyond Corporate 
Social Respobility Olis Multinasionals and Social Challenge’ 200925 
 
Perspektif Pandangan Berbasis Sumber dalam Manajemen 
Strategis yaitu CSR dapat diimplementasikan dengan keterampilan khusus 
atau kemampuan untuk melaksanakan CSR sekaligus melakukan branding 
produk perusahaan sehingga memperoleh suatu keuntungan kompetitif. 
Banyak perusahaan yang melakukan CSR dengan mempertimbangkan 
keuntungan yang akan di dapat bukan mempertimbangkan masalah yang 
akan diselesaikan. Sehingga CSR digunakan sebagai kedok perusahaan 
dengan melaksanakan tanggaung jawab perusahaan dan tetap memperoleh 
keuntungan maksimal. 
 
E. Hubungan Implementasi CSR dengan Kesejahteraan Sosial 
                                                             
25 Kurniawan, Luthfi J, dkk. 2014. Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Malang: Intrans 
Publishing. Hal. 171 
khusus Freeman 1984 
Teori Stewardship CSR didorong oleh perintah 
moral manajer untuk melakukan 
suatu yang ‘benar’ 
Donaldson and Davis 
1991 
Teori Perusahaan CSR didorong oleh penawaran 
atau permintaan bagi aktivitas 
sosial dalam pasar 
Baron 2001; 
McWilliams and Siegel 
2001 
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Motivasi utama setiap perusahaan atau bisnis pada dasarnya adalah 
optimalisasi keuntungan. Dalam logika ekonomi neoklasik dikatakan 
bahwa optimalisasi peraihan keuntungan dan kemakmuran sebuah 
perusahaan sudah pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu 
dalam bentuk peningkatan kemakmuran rakyat karena kesempatan kerja 
semakin luas, produksi semakin efisien dan produk menjadi lebih murah26. 
CSR dapat diterapkan pada pembangunan-pembangunan ramah 
lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengelolaan daur ulang 
limbah, menganggarkan pengeluaran sosial, serta cara lain yang dapat 
menjaga stabilitas lingkungan. 
Masih banyak perusahaan yang terjebak pada konsep CSR. 
Program CSR yang dilakukan masih pada tahap menempatkan masyarakat 
sebagai objek untuk kepentingan perusahaan bukan pada program yang 
direncanakan berkelanjutan. Sehingga tidak mengherankan bila banyak 
kalangan menilai bahwa praktik CSR yang dilakukan untuk menjaga citra 
hubungan yang baik dengan publik dan sebagai media kampanye27. 
Pelaksanaan CSR ini dapat dikatakan sebagai cara perusahaan 
membungkam masyarakat khususnya yang tidak seyujundengan 
operasional perusahaan. Cara implementasi CSR suatu perusahaan tidak 
mutlak menjamin baik buruknya perusahaan, namun dari situlah terlihat 
                                                             
26 Friedman, 1970:39 dalam Ibid. Hal. 130 
27 Koestoer, 2007 dalam Kurniawan, Luthfi J, dkk. 2014. Negara Kesejahteraan dan Pelayanan 
Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hal. 130 
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bagaimana komitmen, kebijakan dan tindakan perusahaan terhadap 
pemangku kepentingan atau stakeholder.  
Keberlangsungan suatu perusahaan tidak bisa lagi hanya 
mengandalkan tingkat keuntungan (single bottom line) saja, namun juga 
bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. 
Tantangan inilah yang harusnya dijawab oleh perusahaan melalui 
program-program CSR yang inovatif dengan memprioritaskan profit dan 
menyelesaikan masalah sosial. Di sinilah keselarasan perusahaan dan 
masyarakat mutlak diperlukan agar terjalin hubungan yang saling 
menguntungkan. Dibutuhkan kolaborasi antar tiga pihak yaitu perusahaan, 
masyarakat dan pemerintah agar terciptanya kesejahteraan sosial.  
Upaya perusahaan menerapkan CSR memerlukan sinergi dari 
pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator diharpkan 
mampu berperan mengatur dan mengelola penerapan CSR di tanah air 
tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Peran masyarakat juga 
diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan 
kelancaran dalam berusaha. Namun ada beberapa hal yang 
mengindikasikan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan CSR dan 
kemitraan adalah karena adanya keuntungan timbal balik dari apa yang 
dilakukan. Jadi kemitraan dalam CSR yang dilakukan mungkin terjadi dan 
berkelanjutan bilamana perusahaan mendapatkan keuntungan dan manfaat 
yang jelas dari terjadinya hubungan tersebut.  
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Adanya proses saling terlibat dan mempengaruhi tersebut, maka 
pada dasarnya perlu adanya pemahaman yang sama tentang implementasi 
CSR. Implementasi CSR semat-mata bukan hanya menjadi tanggung 
jawab perusahaan saja karena pada pengimplementasian program CSR 
harus melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat. Bagaimanapun 
dalam aktivitas CSR-nya, perusahaan tetap menghadapi batas-batas 
kemampuan finansial maupun kemampuan kekuasaan. Tanggung jawab 
tersebut harus ditekankan pemahamannya kepada masyarakat dengan 
tujuan agar masyarakat tidak menggantungkan tanggung jawab atas 
kehidupannya sepenuhnya kepada perusahaan. Diperlukan juga kebijakan 
dari pemerintah untuk mengatur jalannya aktivitas CSR perusahaan agar 
masalah urgent dapat diprioritaskan. Adanya kerjasama yang baik antar 
ketiga pihak tersebut diyakini dapat menumbuhkan kesejahteraan sosial 
pada semua pihak. 
 
